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UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah : Simalakama Bandul Kewenangan
Propinsi dan Kabupaten/Kota

Oleh Feni Rosalia

UU Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah undang-undang
yang mengatur terselenggaranya roda pemerintahan daerah dengan
mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. UU Pemerintahan Daerah
beberapa kali mengalami pasang surut sehingga harus beberapa kali
mengalami perubahan karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Walaupun perubahan regulasi beberapa kali mewarnai perjalanan
kehidupan pemerintah daerah, namun pada prinsipnya tetap mengacu pada
visi dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistemewaan dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dasar dari kebijakan otonom
daerah tersebut dengan demikian sejalan dengan semangat pendalaman
- demokrasi (deepening democracy) dan semangat untuk mewujudkan
 Pemerintahan yang efektif (effective governance) demi pelayanan publik yang
lebih baik.

; t
‘ by tidak hanya pusa
arti memperhatikan tata cara pembagian emngakfe‘w Btertara

ke daerah tetapi yang lebih penting adalah pembagian merintahan di
opinsi dengan kabupaten,/kota sebagai penyelenggara P¢
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dasik dari website pemerintah daerah yang bisa d

melalui website tersebut pemda dapat memberikan
nasyarakat lebih efektif dan efisien

ikatakan mati. Padaha]
pelayanan publik kepada

Gimpulan

2 _ESerbagai tantangan dan hambatan akan mengahampiri pelaksanaan
UU No. 23 tahun 2014. Berbagai masalah penghambat transparansi harus
mampu diselesaikan. Dimulai dari komitmen pemda yang rendah, keterbatasan
SDM dan sarana dan prasrana pendukung. Isu pelayanan publik yang
transparan yang dimuat dalam UU ini sejalan dengan konsep transparansi
collaborative transparency yaitu menggunakan komputer dan jaringan internet
untuk mewujudkan transparansi. Berbagai masalah di atas harusnya dapat
menjadi motivasi bagi UU untuk menyelesaikan maslah tersebut. Kemudian
model transparansi yang ditawarkan juga dapat dijadikan alternatif untuk
mewujudkan transparansi. Pada akhirnya kembali pada pertanyaan yang
diajukan di atas, apakah UU No. 23 tahun 2014 dapat menjawab tantangan

~dan berbagai permasalahan yang ada. Apabila UU ini tidak mampu

menciptakan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya maka UU ini
bisa dikatakn gagal mewujudkan transparansi.
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